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ABSTRAK

ndy Aprina Gusli, (2025): PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
25 PASAL 15 E TAHUN 2009 TENTANG
PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR
KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

NIN YW elrdd syeH o

Pg}mlisan skripsi ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
yeng menjelaskan tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada
m?;syarakat. Dalam penyelenggaraannya terdapat kendala yang ada pada pelayanan
Kantor Camat Rumbai tidak sesuai dengan implementasi asas dalam Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan
yang belum sepenuhnya optimal. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kondisi ini
menuntut adanya perbaikan kebijakan administratif sebagai bentuk tanggung jawab
pimpinanan instansi terkait untuk menyempurnakan pelayanan publik demi
tercapainya tujuan syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
pelaksanaan dan kendala menurut Undang-Undang Nomor 25 Pasal 15 E Tahun
2009 Tentang Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru,
serta Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelayanan Publik di
Kantor Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Penelitian ini berbentuk penelitian
kualitatif, sumber yang dipakai meliputi Sumber Data Primer yaitu: pihak Kantor
Camat Rumbai, warga Rumbai, sumber data sekunder yaitu: buku dan jurnal terkait
pembahasan penelitian, dan sumber data tersier yaitu: internet.

Hésil dari penelitian ini menjelaskan pelayanan publik di kantor Kecamatan
Rumbai, dalam pelaksanaannya sudah sesuai asas pelayanan peblik yang di atur
dgtam Undang-Undang Nomor 25 Pasal 15 E Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pablik
yaitu asas utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik ialah kepastian hukum,
p@fesionalitas, akuntabilitas, transparansi, kepentingan umum, non-diskriminasi,
pértisipatif, keterbukaan akses, keberlanjutan, efisiensi dan efektivitas. Namun ada
dala dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah kepastian hukum yaitu
nidsyarakat kesulitan dalam mendapatkan informasi dan menimbulkan keraguan,
k&rena tidak adanya keterangan syarat dalam pengurusan administrasi dengan jelas
d&n asas keterbukaan akses dimana informasi pada Kantor Camat Rumbai lewat
t?knologl informasi terkait pelayanan masih terbatas. Berdasarkan perspektif figih
sryasah dusturiyah terdapat prinsip yang tidak sejalan dengan prinsip siyasah yang
gﬁama al-adalah karena tidak ada kepastian hukum mengenai informasi di
pﬁ’lgumuman sehingga masyarakat tidak mengetahui prosedur yang merupakan hak
masyarakat untuk mendapatkan kejelasan dalam mendapatkan pelayanan untuk
enuhi kebutuhan, dan al-amanah disebabkan kurangnya keterbukaan akses
yang pembuat terhambatnya dalam pengurusan administrasi.

K;‘ta kunci: Pelayanan Publik, Kantor Kecamatan, Perspektif Figh Siyasabh.

nery wise



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
——
I

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

@
gl
© KATA PENGANTAR
-~
2
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatu
©
3 . . . :
—  Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya,
=
sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul : “PELAKSANAAN

[[ZHDANG-UNDANG NOMOR 25 PASAL 15 E TAHUN 2009 TENTANG
I%LAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN RUMBAI KOTA
PEKANBARU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”, shalawat dan salam
o
séhantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para
sahabat beliau, yang dengan perjuangan atas nama Islam sehingga dapat kita
nikmati sampai saat ini indahnya Islam dan manisnya iman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi
sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan

[lmu Hukum, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN SUSKA Riau.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat berbagai

ISI @3®e3S

kghdala yang dihadapi penulis. Akan tetapi berkat izin dan pertolongan Allah SWT,

Bl

kemudian bantuan dari berbagai pihak, maka semua kendala tersebut dapat dilalui
=
dgngan semangat, ketulusan dan kesabaran. Oleh karena itu penulis patut

-
wn

I@nyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

o

b@bagai pihak karena sedikit banyaknya bantuan mereka semua telah membantu
=

pﬁlulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
=

neny wisey jreig
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Kemudian dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai

ak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih

ada :

Ayahanda tercinta Agus Salim dan Ibunda tersayang Nurlely. Yang selalu
menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya
dunia,yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, do’a, dan
motivasi dengan penuh keihklasan yang tidak terhingga kepada penulis.
Serta Kakanda Uci Gusli Ramadhani, S.E, Adikanda Rafli Apri Gusli, Dan
Rido Apri Gusli. Yang memberikan semangat untuk penulis.

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA, selaku Rektor Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya.

Bapak Dr. H. Maghfirah, MA, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
beserta Bapak Dr. M. Darwis, SHI., SH., MH. Wakil Dekan I, Ibu Dr.
Nurnasrina, S.E., M.Si, Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H.,
M.H, Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Darmawantia Indrajaya, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Tata
Negara (Siyasah), Dan Pembimbing I serta [buk Martha Hasanah, SH., MH,
selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

Bapak Basir, SHI., MH selaku Pembimbing II yang tiada henti selalu
meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan kelancaran serta
motivasi dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini

dapat terlaksana dengan baik.
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Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah banyak
membantu penulis selama perkuliahan.

Bapak Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada
penulis.

Ibu Syarifah Hafizah, S.Sos berserta jajarannya selaku Kepala Pelayanan
dan Administrasi Kecamatan Rumbai yang telah membantu penulis dalam
melakukan penelitian di Kantor Camat Rumbai.

Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata
Negara (Siyasah) Kelas A angkatan 2022 yang telah banyak memberikan
saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.
Kepada sahabat sahabat terbaik saya, Eka Putri Gus Syafrianti, Yulinda
Syafitri, Mutiara Fadilah, Widya Dhana, Yuni Sabrina, Wena Afriana,
Mutiara Sani, Mardiah Pohan, yang menjadi saksi hidup susah senang
dalam dunia perkuliahan serta saling memberikan support satu sama
lain,teman berbagi cerita dalam keadaan suka maupun duka, terimakasih
telah mendengarkan keluh kesah dan berkontribusi banyak dalam penulisan
skripsi ini,memberikan dukungan,semangat,tenaga pikiran, materi, maupun
bantuan dan senantiasa sabar mengahadapi penulis, terimakasih telah

menjadi bagian perjalanan penulis

. Teman-teman serta saudara-saudari yang memberikan semangat serta

motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
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BAB I

PENDAHULUAN

ejdiodeH @

g

tar Belakang

Pemerintah adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan

ses pelayanan publik, dan memiliki tugas untuk memastikan bahwa setiap orang

SENIN 1|

g terlibat dalam interaksi pemerintah diberikan layanan sipil sehingga mereka

e1§ e)@n

at diberikan sesuai kebutuhan yang diperintah. Pemerintahan yang sebenarnya
adalah usaha untuk hidup bersama secara baik dan benar dalam rangka mencapai
tujuan yang diinginkan bersama. Sejumlah faktor penting, termasuk tindakan
(dinamika), organisasi fungsional, serta tanggung jawab dan wewenang, dapat
digunakan untuk melihat tata kelola.

Terlaksananya tugas pemerintah secara baik, maka perlu terlaksana
pengaturan pemerintah secara baik, termasuk yang menyangkut wewenang, bentuk,
dgn sistem pemerintah yang disepakati. Keberhasilan tersebut sangat ditentukan

o

ogh aparatur pemerintah, oleh sebab itu idealnya seluruh aparatur pemerintah
agalah orang yang berkualitas, baik dalam kepandaian yang dibutuhkan sesuai
dgngan bidang tugasnya maupun motivasi, serta disiplin dan kejujurannya,

<
m
dgmikian halnya dengan aparatur pemerintah yang berada pada tingkat kecamatan.

.~

e
Salah satu tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat

W
pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai kegiatan yang bersifat jasa

! Muhadam Labolo, Memahami Illmu Pemerintahan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

wali Pers, 2023), h.2.
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@
yﬁlg mana peranannya sangat besar dalam upaya memberikan kepuasan kepada
-~
nmasyarakat dan memperhatikan peran layanan yang semakin menonjol, maka tidak
©

—

h&ran apabila pelayanan mendapat perhatian besar dan berulang kali dibicarakan

di_réngah masyarakat.
-~

S Menurut Trisantosa & Kurniasih pada prinsipnya setiap pelayanan umum
Z

iﬁcﬁ senantiasa selalu ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan keinginan klien atau
2]
njasyarakat pengguna jasa. Tujuan pelayanan publik adalah memberikan kepuasan

dan layanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada
ugr:numnya. Agar dapat mencapai target tersebut maka kualitas pelayanan yang
sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat harus menjadi target
pemerintahan.?

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
menjelaskan pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kgbutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
\x%rga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang
d%sedlakan oleh penyelenggara pelayanan publik.> Pelayanan publik merupakan
ke;vajlban bagi aparatur sipil negara melalui pemerintah daerah untuk

=
n;:éningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Undang-

-

w
L\Eidang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai acuan

o
p’é%n'hyelenggara negara untuk memberikan pelayanan yang optimal dan maksimal

2 Nyoman Trisantosa dan Dewi Kurniasih, Pelayanan Publik Berbasis Digital, (Yogyakarta:
pubhsh 2022), h.5
% Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 15 E Tentang Pelayanan Publik.

nery uusn)lgum{g uej[n
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©

kétpada masyarakat sebagai penerima layanan. Pemerintah diharapkan memberikan
-~

p€layanan publik yang berkualitas, cepat, efektif, efisien dan nyaman kepada
@)

ntasyarakat. Hal ini didukung dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10
3

T,%lun 2014 tentang Pelayanan Publik yang menjelaskan pelayanan yang baik yaitu
n%layani setiap masyarakat dengan menyelenggarakan pelayanan publik secara
técﬁntegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan
n%syarakat terhadap kualitas pelayanan publik dengan menerapkan prinsip tata
lgola pemerintahan yang baik.

} Pelayanan yang baik memiliki aspek seperti memperlakukan orang lain
secara bermartabat dan penuh keadilan serta peka terhadap kebutuhan orang lain.
Pemerintah diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif dalam menjalankan
amanah, baik dalam meningkatkan keberhasilan program dari pemerintah maupun
dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Selain melaksanakan tanggung jawab
dati pemerintah, melayani masyarakat yang berada di wilayahnya dengan sebaik-
b%knya merupakan tanggung jawab penting yang perlu dilakukan dengan optimal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

Turefs

k@,lsusnya Pasal 15 huruf (e), pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai siyasah

u

dg'sturiyah. Asas kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan

-
wn

uEum yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan refleksi nilai-nilai

o
Ié{}j’am tentang keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Dalam perspektif figh siyasah
=

dE'sturiyah, kekuasaan pemerintahan merupakan amanah yang wajib dijalankan
=

udtuk mewujudkan kemaslahatan umat (jalb al-mashalih) dan mencegah
j+¥]

5]
kemudaratan (daf"al-mafasid). Pelayanan publik menjadi manifestasi konkret dari

Nery wisey|
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©

a%anah tersebut, karena menyangkut pemenuhan hak-hak dasar rakyat oleh
-~

pEnguasa. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Shad (38): 26
©

y#hg menegaskan kewajiban pemimpin untuk memutuskan perkara secara adil dan

tidak mengikuti hawa nafsu, profesional, dan bertanggung jawab merupakan bagian
-~

dari implementasi keadilan dalam pelayanan tersebut.*

Pelayanan publik memegang peran yang sangat besar karena menyangkut

SNg N

kgpentingan umum, bahkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, karena

d

pgranan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah melibatkan seluruh aparat
c

pegawai negeri. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya pemerintah
untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas
barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

Pemerintah kecamatan yang dipimpin oleh kepala kecamatan atau disebut

dgngan Camat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah

=
<]

Daerah menegaskan bahwa camat adalah pimpinan wilayah kecamatan yang
@
bgrtugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Instansi

p%nerintah kecamatan merupakan salah satu contoh instansi pemerintah yang

=

n;:élaksanakan pelayanan publik. Kecamatan sebagai penyedia layanan publik
=

wn
nEmpunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan
o
p’é%n'inerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta
=
ni:'ningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan
=

pémerintahan yang baik (good governance) serta peningkatan kualitas pelayanan

M jrre

Ise

4QS. Shad (38): 26
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©

d%am bentuk jasa atau perijinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan.
-~

Adapun tugas lain dari kecamatan yaitu melayani dalam hal pembuatan Kartu
©

—

"[%?nda Penduduk (KTP), akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), surat nikah, sertifikat
téah, [jin Mendirikan Bangunan (IMB), Keterangan pindah, pertanahan, dan
p%gram keluarga harapan.®

(C” Data pada Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru tercatat terdapat 15
k%:amatan yang ada di Kota Pekanbaru, salah satunya yaitu Kecamatan Rumbai
yg’lg memiliki 6 kelurahan terdiri dari Kelurahan Meranti Pandak, Lembah Damai,
Sfi Meranti, Umban Sari, Palas, dan Limbungan Baru. ® Pelayanan yang ada di
Kecamatan Rumbai mencakup sebagai berikut:

1. Pendaftaran permohonan perizinan/non perizinan

2. Izin usaha mikro dan kecil

3. Surat pernyataan ahli waris

&

Izin riset/penelitian

o

Dispensasi surat nikah

S

Surat keterangan gangguan

~

Blangko Surat Pernyataan Ganti Rugi

©

Proses pertanahan dan pengaduan sengketa tanah

Pelayanan yang baik pada akhirnya akan mampu melahirkan kepuasan

S ue;mg@o AJISI3ATU) DTWER[S] 3}B)S

ada masyarakat. Pelayanan yang optimal pada akhirnya juga akan mampu

% Aulia Rakhman, “Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Samarinda Utara Kota
Sgnarinda” dalam llmu Pemerintahan, Volume 4, No 3, (2019). h 28

= 6 Data Statistik Kota Pekanbaru artikel dari https://pekanbarukota.bps.go.id/id/statistics-
taﬂge/Z/MjAle:/j umlah-kelurahan-menurut-kecamatan.html Diakses pada 18 Desember 2025

I

nery w



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

@
n&;lningkatkan image organisasi sehingga citra organisai dimata masyarakat terus
-~

nmieéningkat. Adanya citra organisasi yang baik maka segala yang dilakukan oleh
©

offanisasi akan dianggap baik pula. Faktor utama yang mempengaruhi pelayanan
3

adalah sumber daya manusia, artinya peranan manusia yang melayani masyarakat
-~

n%rupakan faktor utama karena hanya dengan manusialah pelanggan dapat
Z

bgfkomunikasi secara langsung dan terbuka. Wajar apabila pelayanan yang
2]
diberikan pegawai/aparat kelurahan diharapkan dapat dilaksanakan secara baik,

A
efektif dan efisien dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Namun pada
c

kenyataannya pelayanan yang diberikan aparat Kecamatan kepada masyarakat

belum memadai dan dirasakan kurang memberikan pelayanan secara efektif dan

efisien.’

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada bab
IV tentang Hak, Kewajiban dan Larangan yang mana pada pasal 15 E “memberikan
pglayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik™.

<]
Asas penyelenggaraan pelayanan publik adalah prinsip-prinsip dasar yang harus

w

dgkuti oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memastikan pelayanan yang

d@erikan kepada masyarakat berlangsung dengan baik, efisien, dan adil. Asas-asas

u

in:g" biasanya tertuang dalam regulasi atau pedoman yang diterbitkan oleh

erintah atau lembaga terkait.® Beberapa asas utama dalam penyelenggaraan

P%ISJ

ng|jo A

Al Fajr, et.al, “Standar Pelayanan Publik (Studi Tentang Pelayanan Kartu Keluarga di
K®camatan Samarinda Seberang)” dalam eJournal Administrasi Publik, Volume 8., No. 3., (2020).
he2.

u

IeA

8Robet Suwand, “Implementasi Asas Kepentingan Umum dalam Mewujudkan Kesejahteraan
R&yat (Studi Disdukcapil Kabupaten Bekasi)” dalam Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan
maniora, Volume 4., No. 4., (2025), h.7.

IS
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©

p%ayanan publik ialah kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas,
-~

tdnsparansi, kepentingan umum, non-diskriminasi, partisipatif, keterbukaan akses,
@)

k®berlanjutan, efisiensi dan efektivitas.
3

—  Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati
=

o%ek secara langsung untuk mengumpulkan data relevan terkait pelayanan di
Z

KCQntor Camat Rumbai penulis melihat hasil kinerja pelayanan telah berjalan
d%lgan baik, namun terdapat kesulitan warga dalam mengakses informasi terkait
p§ayanan. Hal ini terlihat dari adanya kotak pengaduan saran dan keluhan yang
dgi:tempatkan di meja pelayanan yang dapat diisi oleh warga dengan pilihan
memuaskan, kurang baik, dan sangat tidak baik serta masukan dari hasil kotak saran
pelayanan. Petugas mengaku masukan yang ditulis warga telah mengambarkan
masyarakat merasa kesulitan karna adanya keterbatasan akses informasi lewat
internet dan informasi pada papan pengumuman yang tidak lengkap.

Namun dalam penyelenggaraannya terdapat kendala yang ada pada

ayanan Kantor Camat Rumbai tidak sesuai dengan implementasi asas dalam

dang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di tingkat

nugysy 81838

Kécamatan yang belum sepenuhnya optimal. Dalam perspektif siyasah dusturiyah,
=

kghdisi ini menuntut adanya perbaikan kebijakan administratif sebagai bentuk
=

wn
téiggung jawab pimpinanan instansi terkait untuk menyempurnakan pelayanan

o
pliblik demi tercapainya tujuan syariat (magashid al-syariah).®

%Kana Akhsinawati dan Ahmad Fauzan, “Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten

AS yejing

Bgt_ang Perspektif Maqashid Syariah” dalam Journal of Constitutional Law. Volume 2., No. 2,m
Lo 2

@22), h.6.
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Menurut Yudhiardana ketidak kepastian hukum berpotensi menyebabkan
alahpahaman, maladministrasi, atau bahkan terhentinya roda pemerintahan

k#¥rena sengketa atau konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Kendala ketidak

w®idp yeH o

p«%tian hukum yang pada Kantor Camat Rumbai yaitu masyarakat kesulitan dalam
-

n%ndapatkan informasi dan menimbulkan keraguan dan kesalahpahaman,
Z

d‘éﬁarenakan tidak adanya keterangan syarat dalam pengurusan administrasi dengan

w
j¢las pada papan pengumuman®®,

o Selain pada aspek kepastian hukum, kendala lain yang tidak sesuai dengan
(=

asas penyelenggaraan pelayanan publik juga ditemukan pada aspek keterbukaan
akses. Menurut Marwiyah adanya keterbukaan akses memberikan informasi kepada
masyarakat secara jelas dan akurat, sehingga dalam sebuah pelayanan baik
persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui
masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menuntut pengawasan masyarakat

dalam penyelenggaraannya.*! Menurut penelitian Ayyustia teknologi informasi

=
<]

dalam pelayanan publik diyakini mampu memberikan percepatan proses
@
agninistrasi, memberikan keterbukaan akses layanan bagi seluruh lapisan

n&syarakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan

=

p%nerintahan, namun dalam penyelenggaraannya pelayanan Kantor Camat Rumbai
=

wn
bEIum mampu memudahkan masyarakat dengan memberikan keterbukaan akses

o
n’fﬁlalui teknologi informasi, sehingga di zaman modern saat ini dimana segala hal

S Yejm

10 Putu Andhika Yudhiardana, “Tanggung Gugat Pemerintah Provinsi Bali Sebagai Pemberi
<
Izg;n Penggarap Tanah Negara” dalam Jurnal Universitas Udayana Bali. Volume 2., No. 1., (2022),
e

I

11Siti Marwiyah, Pelayanan Publik di Era Digitalisasi, (Bandung:CV Mitra Ilmu, 2023).h 98
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©

b%a di akses lewat gadget keterbukaan akses informasi pada Kantor Camat Rumbai
-~

1&vat teknologi informasi terkait pelayanan masih terbatas.*?

Penyelenggaraan pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25

w eyd

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bertujuan untuk membentuk pelayanan
-~

pgblik yang berkualitas, dapat dipercaya, dan memenuhi harapan masyarakat.
Ilé?plementasi yang konsisten dari asas-asas ini diharapkan dapat meningkatkan
k%)ercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pemerintah secara
kf;gelumhan. Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan kajian
ilgr:niah penelitian dengan judul “PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 PASAL 15 E TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI
KANTOR KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH

SIYASAH”.

. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dijadikan

asalahan, maka penulis memberi batasan permasalahan pada Pelayanan Publik

El% a3e3g

d¥Kantor kecamatan runbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor

D

[\®)

tahun 2009 pada Bab IV Hak, Kewajiban dan Larangan bagi penyelenggara

sal 15 hurufe.

?BAI

12 Rissa Ayyustia, “Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Publik melalui Inovasi Digital di

Ag uejng jo £A31s

Kgl_urahan Sunter Agung.” Dalam Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik,
Lo 2

VéTume 2., No 2., (2025), h 24
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10

musan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam proposal

elitian ini adalah:

Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Pasal 15 E Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru?
Apa kendala-kendala dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Rumbai
Kota Pekanbaru?

Bagaimana Tinjauan Figh Siyasah Dusturiyah terhadap pelayanan Kantor

Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

S JO AJISIdATU) DTUIR]S] d)B1S

a.

Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan menurut Undang-Undang
Nomor 25 Pasal 15 E Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kantor
Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.
Untuk mengetahui Kendala-Kendala dalam Pelayanan Publik di Kantor
Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.
Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelayanan Publik di

Kantor Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

o
2=Manfaat Penelitian

ue

9]

nery wisey jrred

a.

Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar

Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
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11

Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu
yang diperoleh selama dibangku perkuliahan.

Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah)
mengenai Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik Perspektif Figh Siyasah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada
pemerintah kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru dalam hal
menyelenggarakan urusan pelayanan masyarakat, terutama di Kecamatan
Rumbai agar lebih baik lagi dalam hal menyelenggarakan pelayanan
masyarakat.

Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai

permasalahan yang hampir sama.
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BABII

KAJIAN PUSTAKA

rangka Teoritis

1= Pelayanan Publik

Z
@ Pengertian Pelayanan

c

% Menurut Marjoni pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang

b

N1Aw e1dio yey o

tefjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin
©

sécara fisik, dan menyediakan keputusan pelanggan. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan
melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan
seseorang.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Rahman yang menyebutkan

pelayanan merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu
7
pgaak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud
fgik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, produksi jasa bisa berhubungan
dgr'lgan produk fisik maupun tidak.*

Fungsi dasar dari setiap instansi birokrasi pemerintah adalah untuk

mberikan suatu proses penyelenggaraan pelayanan atau penyelenggaraan

&nﬁxauun

pglayanan publik (public services) agar terwujudnya suatu bentuk kesejahteraan
7))

b&i rakyat (public welfare). Berkaitan dengan pernyataan diatas, maka pengertian
j+¥]

18 Marjoni, manajemen pelayanan publik, (Samarinda: Tahta Media Group, 2021), h. 6.
14 Rahman, Birokrasi Dan Pelayanan Publik, (Bandung: Unpad Press, 2016), h. 41.

nerny wisey jifeAg u
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©

d%ri konsep pelayanan adalah suatu proses dalam rangka untuk memenuhi segala
-~

bEntuk kebutuhan dari manusia sesuai dengan hak manusia atau masyarakat itu
©

séhdiri. Oleh karena itu, kata “umum” dalam “pelayanan” menunjukkan kepada
3

umsur masyarakat, orang banyak, yang punya kepentingan, terjemahan dari Bahasa
-~

In%gris “public” jika dihubungkan dengan kata pelayanan maka menjadi pelayanan
Z

uﬁéﬁum (public service) atau pelayanan publik.

Pelayanan berasal dari kata “service” yang berarti “melayani”. Pengertian

M BysS

lgin dari konsep pelayanan adalah suatu bentuk dari aktivitas/manfaat yang
dgi:tawarkan oleh unsur organisasi atau perorangan kepada seluruh unsur konsumen
(yang dilayani), yang dalam hal ini lebih bersifat tidak berwujud atau yang tidak
dapat dimiliki Dengan demikian, pelayanan dapat berarti suatu rangkaian dari
aktivitas/kegiatan untuk melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain atau
masyarakat, baik yang bersifat dapat diraba maupun yang bersifat tidak dapat diraba
yang diberikan oleh unsur pemberi pelayanan (pemerintah) kepada unsur penerima
p%ayanan yakni masyarakat. Atau pengertian pelayanan lainnya adalah suatu
®

agivitas/manfaat yang ditawarkan oleh unsur organisasi atau peroranga kepada

ugsur konsumen (yang layani), yang bersifat tidak berwujud.®

Dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah aktivitas melayani, membantu,

JISIdATU

r@nyiapkan, mengurus dan menyelesaikan keperluan yang dapat dirasakan melalui
Lo o

hﬁ)ungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan

15 Sri Maulidiah, Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan, (Bandung:

Indra Prahasta, 2014), h. 35.

nery m;sn% juefg uejp
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@

b%rupa organisasi atau lembaga perusahaan.'® Pelayanan berkaitan erat dengan
-~

nmasyarakat. Sehingga pelayanan lebih dikenal dengan istilah pelayanan publik.

©

®

= b. Pengertian Pelayanan Publik

Salah satu tugas pokok terpenting pemerintah adalah memberikan

1N M

pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan pemberian jasa

S

oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada
=
o . | .

r%syarakat, dengan pembiayaan maupun gratis guna memenuhi kebutuhan atau
©

kepentingan masyarakat.

Ada tiga alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk

memulai mengembangkan dan menerapkan good governance di Indonesia, yaitu:

1) Pelayanan publik selama ini menjadi bagian penting di mana negara
diwakili pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Keberhasilan

dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan

7))

% masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

g:,' 2) Pelayanan publik adalah tempat di mana berbagai aspek pemerintahan
Z yang bersih dan good governance dapat diartikulasikan secara mudah.
2' 3) Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur pemerintahan,
E': yaitu: pemerintah, swasta, masyarakat, dan mekanisme pasar.

'3; Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
n%ndeﬁnisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam

8Litjan Poltak Sinambela, dkk, Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi,

arta: Bumi Aksara, 2011), h. 35.

nery uusng[ juefg u
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©

rnglgka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
-~
ulldangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
©

p®layanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.!’
3

Tujuan pelayanan publik adalah memberikan kepuasan dan layanan yang

A

sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Agar dapat

N

nﬂcéncapai target tersebut maka kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan
2]
d@n keinginan masyarakat harus menjadi target pemerintahan. Pelayanan publik

d%:]aksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yan ada.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada
kantor camat yang merupakan instansi pemerintahan yang memperhatikan
kebutuhan masyarakat dan membantu kepentingan masyarakat khususnya dalam
layanan administratif untuk kebutuhan masyarakat yang berkualitas, mudah,

kgtepatan waktu, ekonomis dan aman. 8

-
f+¥]
-~
o
@ C. Asas-Asas Pelayanan Publik
&
= . . .
~  Susanto berpendapat pelayanan publik semata-mata dilakukan demi
=
kgpuasan pengguna jasa, dan dalam proses penyelenggaraannya tentunya harus
m
= > : . ]
didukung oleh asas-asas pelayanan publik. Yang artinya, suatu instansi pelayanan
<
pfiblik harus memperhatikan asas-asas pelayanan publik dalam memberikan
7))
&
s
=
¢n ‘" Muhammad Fitri, Pelayanan Publik, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 2.
(]
» 18 Joko Susanto, "Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Tabir Ulu Kabupaten
Merangin", dalam Administrasi Negara, Vol 25, No 2, (2019)., h. 121.

Nery wisey|
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p%ayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang No 25 Pasal 15 E

=

Tahun 2009, asas-asas pelayanan publik terdiri dari :°

1d

® 3

Nely e)xsng NN ¥w
o

o

@

—h

@«

Kepastian Hukum: Pelayanan publik harus dilakukan sesuai dengan hukum
dan peraturan yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum kepada
masyarakat.

Profesionalitas: Pelayanan harus diberikan oleh aparatur yang profesional,
memiliki keahlian, dan kompetensi yang memadai dalam bidangnya.
Akuntabilitas: Penyelenggara pelayanan publik harus bertanggung jawab
atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam pelaksanaan tugas
pelayanan.

Transparansi: Proses dan informasi terkait pelayanan publik harus terbuka
dan dapat diakses oleh masyarakat sehingga mencegah adanya
penyalahgunaan wewenang.

Kepentingan Umum : Pelayanan publik harus memprioritaskan kepentingan
umum di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
Non-diskriminasi: Pelayanan harus diberikan tanpa membedakan latar
belakang, suku, agama, ras, atau golongan masyarakat.

Partisipatif: Masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam

proses pelayanan publik, baik melalui konsultasi maupun umpan balik.

nery wisey] jrieAg uejng jo A}JISIaATU) dDTWIR]S] 3)81S

9 Eny Haryati, Pengantar Pelayanan Publik, (Batam: CV. Rey Media Grafika, 2024), h. 19.
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Keterbukaan Akses : Pelayanan publik harus dapat diakses oleh seluruh
lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan atau yang memiliki
kebutuhan khusus.

Efisiensi dan Efektivitas : Pelayanan publik harus dilaksanakan dengan cara
yang efisien, meminimalkan biaya dan waktu, namun tetap efektif dalam
mencapai tujuan pelayanan.

Keberlanjutan : Pelayanan publik harus direncanakan dan dilaksanakan
dengan mempertimbangkan keberlanjutan, baik dari sisi lingkungan, sosial,
20

maupun ekonomi.

Asas-asas pelayanan publik ini harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh

aparatur negara dengan tepat agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan

sesuai dengan apa yang diharapkan.

ki

BES[ 23ei1s

d. Klasifikasi Pelayanan Publik

o

=

Menurut Mahmudi, pelayanan publik dapat diklasifikasi ke dalam dua

egori pelayanan, yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum :

Pelayanan Kebutuhan Dasar, termasuk kepada kesehatan, pendidikan dasar
dan bahan kebutuhan pokok.
Pelayanan Umum, termasuk kepada Pelayanan Administratif, Pelayanan

Barang dan Pelayanan Jasa.

€. Unsur-Unsur Kualitas Pelayanan Publik

nerny wisey jrieAg uejng jo A}JIsIaATU) d1WI

2 Ipid., h. 21.
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@
g Kegiatan pelayanan publik dalam penyelenggaraannya lebih menunjukkan
-~

kEpada hubungan timbal balik atau interaksi antara pemerintah sebagai unsur
©

pemberi pelayanan dengan masyarakat selaku unsur yang menerima pelayanan atau
3

umsur yang dilayani, untuk dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas,
-~

niaka organisasi publik atau pemerintah harus mengetahui dan memahami segala
=

tlicﬁtutan, keinginan, harapan atau tingkat kepuasan dari pelanggan atau
2]

njasyarakatnya.
A
&  Secara praktis kualitas pelayanan publik akan terlaksana dengan baik dan
c

dapat memuaskan masyarakat sebagai pelanggan dengan proses peningkatan

kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan dengan baik apabila didukung oleh

faktor-faktor dari pelayanan publik itu sendiri, yang antara lain adalah:

a. Kesadaran dari pejabat atau pimpinan pemerintah.

b. Kesadaran dari unsur pelaksana teknis pelayanan publik.

€. Adanya aturan pelayanan publik yang memadai

d. Organisasi dan mekanisme sistem pelayanan yang lebih dinamis.

e. Pendapatan atau imbal jasa pegawai yang cukup memadai

f. Kemampuan dan keterampilan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan
pelayanan.

g. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.?

ZMaulidiah Sri, Pelayanan publik, layanan administrasi terpadu kecamatan Paten,

~

neny wise¥ jrrefg uejng jo AJISIdATU) dDTUIR]S] 3}B1S
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Kualitas dari proses pelayanan publik juga dapat diukur melalui kriteria
um, menurut Nurdin bahwa; untuk mengukur suatu kualitas pelayanan publik
g diselenggarakan oleh unsur publik, maka dapat diukur melalui kriteria umum

g dapat digunakan adalah sebagai berikut:

a. Kesederhanaan, yaitu prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan

secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami
dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat penerima layanan.
Kejelasan dan Kepastian, yaitu pada Prosedur/tata layanan, persyaratan
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif.
Unit kerja atau pejabat yang berwenang bertanggungjawab dalam
membeikan pelayanan, Rincian biaya/tarif pelayanan, tata cara
pembayarannya, dan Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.
Keamanan, pelayanan yang dapat memberi rasa aman, kenyamanan,
dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Keterbukaan, bahwa prosedur, tata cara, persyaratan, satuan
kerja/pejabat penanggungjawab pemberi layanan, waktu penyelesaian,
rincian biaya/tarif serta hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan
publik wajib dinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan
dipahami oleh masyarakat sebagai unsur penerima pelayanan publik,
baik diminta maupun tidak diminta.

Efisien, mengandung arti; Pertama, persyaratan pelayanan publik hanya
dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian

sasaran pelayanan yang tetap memperhatikan keterpaduan antara
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persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan; Kedua, dicegah
adanya pengulangan berbagai pemenuhan persyaratan dari suatu
pelayanan, dalam hal proses pelayanan publik mempersyaratkan
adanya kelengkapan.

Keadilan yang merata, mengandung arti bahwa cakupan/jangkauan
pelayanan publik harus seluas mungkin dengan distribusi yang merata
dan berlaku secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat, setiap warga
masyarakat memiliki hak yang sama dalam menerima pelayanan yang
diberikan oleh unsur pemerintah.

Ekonomis, mengandung arti bahwa adanya suatu pengenaan biaya
pelayanan publik yang ditetapkan dengan suatu prinsip kewajaran,
yaitu Tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi atau diluar batas
kemampuan masyarakat, kondisi dan kemampuan masyarakat untuk
membayar dalam suatu proses pelayanan publik yang diberikan oleh
lembaga birokrasi pemerintah sebagai suatu kewajiban, dan ketentuan
dari suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketepatan Waktu, mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan
pemberian pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu
yang terlalu ditentukan.

Kriteria lain yang disesuaikan dengan karakter pelayanan yang

diseleneggarakan.?

nery wisey] jrieAg uejng jo A}JISIaATU) dDTWIR]S] 3)81S
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Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang atau Legislasi adalah Hukum yang telah disahkan oleh

1d1o Y84 6

b%dan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnnya. Undang-undang adalah setiap

w

p&aturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang melalui
=
tTa cara dan prosedur yang berlaku.

Z
(C” Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

w

niengatakan bahwa:?

A . N B
& & Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk

c
memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik

yang merupakan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945.
b. Bahwa membangun kepercayaan masayarakat atas pelayanan publik yang
dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus
dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan
penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.
c. Bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga
negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan
korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma
hukum yang memberi pengaturan secara jelas.
Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin

penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan

2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 15 E Tentang Pelayanan Publik.

neny wisey jrieAg uejng jo A}JISIaATU() dDTWIR]S] 3)81S
o



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

AVIY VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

22

@

g dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap
-~

©  warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam
©

2 penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang
3

= mendukungnya.

=

S Berdasarkan uraian tersebut Undang-undang Nomor 25 Pasal 15 E Tahun
Z

2g09 Tentang Pelayanan Publik berperan sebagai landasan hukum yang menjamin
2]

hgk-hak masyarakat sebagai penerima layanan dan menetapkan kewajiban serta

d

tamggung jawab penyelenggara (pemerintah dan badan usaha terkait) dalam
c

menyediakan pelayanan yang adil, transparan, akuntabel, dan berkualitas.
Masyarakat juga diberikan hak untuk berpartisipasi dalam penyusunan standar

pelayanan dan melakukan pengawasan serta pengaduan.

3. Fiqh Siyasah
Figh siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, figh dan siyasah. Agar

d;u‘;eroleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Figh Siyasah, maka

-
(47

petlu dijelaskan pengertian masing—masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara

<]
eEmologis (bahasa) figh adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau
(]

p&lam dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam

<
te}hadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis (istilah),

Lkl

r@nurut ulama-ulama syara, figh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang
Lo o

séguai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil

nery wisey JreAg uej
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@
(é:rinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-

=

d@sarnya dan sunah).?

=

©

= Jadi figh adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang
bersumber dari al quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan

1N

penalaran dan ijtihad.Secara harfiyah (leksikal), figh mengandung arti tahu, paham,

S

dgn mengerti. Arti ini dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau
y%‘;risprudensi Islam (menurut Ibnu al-Mandzur dalam Lisan al-'Arab. Menurut
i%ﬁah, figh (figh) adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syaria't,
yang bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinciFigh

juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-

Qur'an dan al-Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad.

Karena figih sebagai ilmu dan merupakan produk pemikiran dan ijtihad para
mujtahid yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (ushul)
7

sggriat, maka ia bukan pokok atau dasar. Sebab spesialisasi fikih adalah di bidang
o

faru (cabang-cabang) dari ajaran dasar atau pokok. Dengan begitu berdasarkan

wey

pendapat Sayuthi ilmu fikih terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ajaran pokok dan

n?2

ufisurfuru. Karena itu pula ia dapat menerima perubahan sejalan dengan

A

m
peérkembangan dan kepentingan (mashalih) masyarakat dalam berbagai aspek

<
kehidupan.

24 Wahijul Kadri, "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah, Jabung Barat”, dalam Hukum Tata

ara, Vol 5, Edisi 11, (2022)., h. 60.
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Siyasah berasal dari kata sasa yang bermakna mengatur, mengurus dan

B yeH o

merintah. Bahkan lebih jauh siyasah bermakna memimpin, membuat kebijakan

erintahan dalam politik. Sedangkan secara istilah siyasah adalah mengatur atau

w%ld

n%mimpin sesuatu negara dengan metode yang membawa kepada kebaikan atau
=
kemashalatan. Pengertian yang lebih spesifik bahwa figih siyasah merupakan ilmu

Z
tag%l negara Islam yang membahasa mengenai aturan kepentingan umat manusia dan
2]
Igbih khusus kepentingan negara, yang berkaitan dengan penetapan hukum,
A
kgbijakan oleh pemimpin kekuasaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk
c

memberikan kemashalatan bagi manusia dan menjauhi kemudharatan yang

ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat, bernegara dan berbangsa.

Siyasah juga memiliki makna pengaturan, pengasuhan, pendidikan karakter
dan perbaikan. Perkataan siyasah mengikut ta’rif di atas memiliki persamaan
dengan pengertian politik yang digunakan oleh penduduk dunia sampai hari ini.
I%lau politik selalu terkait dan dikaitkan dengan pengurusan negara, pemerintah,
r%yat, dan hubungan luar negeri maka pengertian siyasah juga mengandung makna
sg{upa. itulah sebabnya para pakar khususnya pakar politik Islam menyepakati

g}

isglah siyasah berposisi sama dengan istilah politik. siyasah resmi dan sah menjadi

i &

<
r@musan politik dalam Islam yang gerakan politiknya selalu terkait dengan tauhid,
wn

s%ri’ah dan akhlak karimah, dan sangat terikat dengan al-ahkam al-khamsah yaitu

(0]

L)
hglal, haram, sunat, makruh,dan mubabh.

Figih siyasah merupakan salah satu cabang dari hukum Islam yang

eAg ue)|

mengkaji tentang kehidupan dan kemashalatan manusia. Fiqih siyasah tidak akan
L oY

pé‘nah selesai dalam berproses, karena selalu berkaitan dengan pergumulatan social
w

nery wr
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©

d%n hudaya dan juga sebagai solusi dalam berbagai persoalan pemerintahan yang
-~

bErsifat kontektual, terkait dengan mewujudkan keadilan, kemashalatan, mehindari

1d

k®mudharatan, rahmat dan hikmah.

Menurut Mustafid figh siyasah adalah cabang ilmu figh yang membahas

BN 1w

teatang hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan dan politik dalam

m. Dalam Figh Siyasah, terdapat prinsip-prinsip etika politik yang harus

sn& N

dfterapkan oleh pemerintah dan politisi sebagai pemegang kekuasaan dalam suatu
nggara. Beberapa prinsip etika politik Islam yang penting antara lain adalah
kge:kuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan sosial, persamaan, pengakuan
dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, peradilan bebas kepentingan,
perdamaian dan keselamatan, kesejahteraan, dan ketaatan rakyat Selain itu, etika
politik dalam Islam juga mencakup prinsip-prinsip seperti akuntabilitas,

transparansi, keterbukaan. Prinsip-prinsip ini diambil dari kaidah-kaidah figh dalam

pgnerintahan dan prinsip pemerintahan yang baik dalam Islam.?®

Y
@  Figh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-
@

bg‘l'uk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada

!

k@,lsusnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang

=
k%kuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam. Guna mewujudkan

=
wn
lgéi‘naslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan

o
y@g mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

=
ygflg dijalaninya. Defenisi Siyasah dipertegas oleh Abdurrahman Taj yang
=

% Mustafid, "Etika Pemerintahan Berbasis Fiqih Siyasah Di Era Digital” , Padang, dalam

um Islam Dan Sosial, Vol 2, No 1, (2024)., h. 32.

nery m;sn% juefg
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©

na:%rumuskan Siyasah Syar“iyyah sebagai hukum-hukum yang mengatur

-~

kEpentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa

o

($¢mangat) syariat dan dasar-dasarnya yang bersifat universal demi terciptanya

3

tlﬁ'ﬁan masyarakat. Makna al-siyasah untuk penggunaan pada zaman modern saat

N

= e

ini, adalah sebagai berikut:

Z

(C” a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan

2]

~  daulah (negara), serta hubungannya dengan dunia luar.

A . : -

& b. Al-siyasah adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-

c
aturan Negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber
hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan interen negara serta
segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interen tersebut
misalnya undang-undang tentang partai politik pada siklus pergantian
mengatur negara atau metode-metode agar sampai pada tampuk kekuasaan.

C. Adapun istilah al-siyasah al syar“iyyah termasuk dalam kategori istilah

yang tidak digunakan untuk menunjukan makna satu perkara. Oleh karena
itu, para ulama baik klasik maupun kontemporer, memberi definisi beragam
mengenai al-siyasah syar“iyyah diantaranya: Ibnu Aqil al-hambali
mengatakan, ‘“al-siyasah syar“iyyah adalah perbuatan perbuatan yang
membawa manusia lebih dekat pada kebaikan dan jauh dari kerusakan,
kendati keterangan tentangnya tidak disyari“atkan oleh Rasulullah saw dan

tidak pula diturunkan melalui wahyu.
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Ibnu Taimiyah mendefenisikan Siyasah sebagai ilmu yang dapat mencegah

ABH @

kErusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.?® Sementara para fuqaha
©

néndefinisikan siyasat syar“iyah sebagai kewenangan penguasa/ pemeintah untuk
3

nelakukan kebiakan-keijakan poitik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui
-~

p%aturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak
Z

técﬁiapat dalil-dalil yang kusus untuk itu.

w

m  Definisi yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh tersebut menghasilkan dua

ngtode dalam pemberian definisi. Pertama, metode yang mengedepankan sisi
alihlak dan sosial. Kedua, metode figh syar®i yang memberi petunjuk bagi para
pemimpin dan ulil amri, berupa kaidah-kaidah dan dhawabitnya. Dan dengan
menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan
hakikat siyasah syar“iyah, yaitu :

a. Bahwa siyasah syar“iyah berhubugan dengan pengurusan dan pengaturan

kehidupan manusia.

=

Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulil

amri).

o

Tujuan pegaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan

menolak kemudharatan (jalb almashalih wa daf-nafasid).

o

Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat

syariat islam yang universal.

(G uelng jo AJISIdATU) DTUIR]S] d}B1S

% Zada Khamazi, Figh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Erlanggga,

2008), hal. 17
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Kewenangan utama figih siyasah adalah kebijakan dan tindakannya harus

asarkan pada pencapaian kemaslahatan (kepentingan umum) umat, artinya

dB yeH o

ua kebijakan yang dikeluarkan oleh waliyul amri harus bertujuan untuk

wm§1

n%wujudkan kemaslahatan, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi, dan
-~

n%ncegah kemudaratan bagi rakyat. Waliyul amri memiliki tanggung jawab besar
Z

uiéﬁuk menegakkan keadilan dalam menetapkan hukum dan mengurus urusan
2]

rdkyatnya.
2
g Cabang figh siyasah yang fokus pada hukum dan perundang-undangan

negara (konstitusi) dalam Islam sesuai dengan topik yang diteliti penulis disebut
Figh Dusturiyah yaitu bagian figh siyasah yang membahas masalah kebijakan dari
Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Artinya, undang-undang itu
mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam
hukum-hukum syari’at yang disebutkan di dalam al-Qur’an dan yang dijelaskan
s;ﬁﬁnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai

-~

rr%cam hubungan yang lain. Dalam pelayanan publik prinsip figih siyasah

[

<]
dsturiyah mengacu pada hal-hal sebagai berikut: 2/

n?2

= a. Amanah, Secara bahasa, amanah berarti titipan atau kepercayaan. Dalam
konteks pemerintahan dan pelayanan, ini berarti kekuasaan dan jabatan

publik adalah titipan (amanah) dari Allah SWT dan rakyat yang harus

21 Syariati Ali, Ummah dan Immah: Kontruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas

nery m;sn% juaefg uelng jo AJISIdAT

logi dan Agama, (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institue, 2012), cet.2, h.3
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@

g dijalankan dengan sebaik-baiknya, bukan sebagai hak milik pribadi atau
-~

€ sumber keuntungan.

©

g b. Keadilan, Tujuan utama figh siyasah, termasuk dusturiyah, adalah mencapai
;_r: kemaslahatan umum (kesejahteraan) bagi umat. Pelayanan publik yang adil
g harus dirancang untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
(C” masyarakat. Tanpa memandang status sosial, ras, atau latar belakang
% ekonomi. Diskriminasi dalam pelayanan sangat dilarang.

gc. Mempermudah, segala kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerugian
c

atau mempersulit rakyat harus dijauhi. Dalam konteks pelayanan, ini berarti
prosedur yang rumit, pungutan liar, atau pelayanan yang lambat harus
dihilangkan demi kemaslahatan umat.

Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan

pEi’lelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam
rﬂ:;ngkaji penelitian yang akan dilakukan. Didalam tinjauan penelitian terdahulu
tig_ak ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Namun
pgalulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak

(=

=
bghan kajian yang akan ditulis. Dan berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa
wn

bgberapa jurnal terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

=

Skripsi milik Nelvi Salim dengan judul Kinerja Aparat dalam
Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti

Kabupaten Sidenreng Rappang.

nerny wisey] jrreAg uejng jo
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa kinerja dalam pelayanan

lik pada bidang pelayanan administrasi di Kantor Kelurahan Duampanua

1dB YeH

I%écamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan 5 indikator
uy%-lran kinerja dalam birokrasi publik menurut Agus Dwiyanto yaitu Produktivitas
Igrja, Kualitas Layanan, Responsivitas Aparat, Responbilitas Kerja dan
agbntabilitas Kerja secara umum cukup baik. Hal ini dilihat dari produktivitas

%rja,ResponsiVitas Aparat,dan Responbilitas Kerja sudah baik. Sementara untuk
2§ndikator lainnya yang meliputi ; Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kerja belum
t;lihat baik.?® Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan
peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pelayanan publik, sedangkan
perbedaannya terletak pada lokasi.
2. Skripsi milik Abdurohman dengan judul Kualitas Pelayanan Publik di
Kelurahan Tegalbunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di

lurahan tegalbunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon dikategorikan baik,

11 B¥e3s

arena mencapai angka 75,65%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan
ba‘lwa kualitas pelayanan publik di Kelurahan Tegalbunder Kecamatan Puewakarta

=
K?ta Cilegon kurang dari atau sama dengan 75% diterima.?® Persamaan penelitian

I

wn
didtas dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama sama membahas

2 Nelvi Salim, Kinerja Aparat dalam Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Duampanua

#4Ag yejng jo 4

K®camatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, (Skripsi : Universitas Hasanuddin,2022)
2 Abdurohman, Kualitas Pelayanan Publik di Kelurahan Tegalbunder Kecamatan Purwakarta

ta Cilegon,( Skripsi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,2011)
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©

tq:ﬁtang pelayanan publik, perbedaannya terletak pada fokus pembahasan kualitas
-~

d&n lokasinya.

1d

© 3. Skripsi milik Donna Eriza Kharisma dengan judul Implementasi Undang-
Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pespektif

Figh Siyasah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan oleh Dinas

ASNS NIN AT

K¥pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah melakukan

d

pg‘fayanan yang baik. Hal ini ditandai dengan ketetapan waktu
pemrosesan/pembuatan akta atau dokumen layanan yang sesuai dengan waktu yang
ada di SOP (Standar Oprasional Pelayanan), serta seluruh pembuatan akta maupun
dokumen tidak dipungut biaya atau gratis. Pelayanan publik di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sesuai dengan Pasal 4
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 karena telah memenubhi kriteria pelayanan

piblik yang baik untuk mensejahterakan dan mampu mengayomi masyarakat
<]
dgngan sepenuh hati dan semaksimal mungkin dengan memberikan jaminan
&
kgmudahan layanan dan jaminan keamanan kepada masyarakat yang mengajukan
(]

permohonan layanan.

u

Pelayanan publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

&j&usxam

ndar Lampung tersebut juga telah sesuai dengan figh siyasah karena sudah

BS 3

menuhi SOP dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

319;

blik. Hal ini ditunjang dengan adanya inovasi terhadap pelayanan publik bahkan

eAg

mampu bekerja sama dengan lembaga lain. Persamaan penelitian diatas dengan
L oY

pélelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pelayanan
wn

nery wr



32

ik, perbedaannya terletak pada fokus pembahasan implementasi dan lokasi
% Donna Eriza Kharisma, Impelementasi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang
yanan Publik dalam Perspektif Figh Siyasah, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung,2019)

8,
3
= 5
© IMm K nmlbﬁm milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif %mmma Riau

U.\/I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u__._...l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
nwf hm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
lh_\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ORSOER XAl 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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35 © METODE PENELITIAN
5 o
=
D_EA. Jgnis Penelitian
3 = . y . o y
“é —  Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
=] —=
Q
é kg?litatif, yaitu penelitian yang bersifat memaparkan tentang situasi dan peristiwa,

(=
dftanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau bagaimana adanya. Biasanya

e

p@elitian kualitatif ini menggunakan pengamatan, wawancara dan penelaah
dgkumen dan datanya berupa kata-kata, gambar bukan angka-angka.®

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam
penelitian ini maka penulis menyusun metode penelitian, yang mana penelitian ini
termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan ( Field
Research ) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena
yang terjadi. Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena,
p§masalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga
tig.ak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian
kpantitatif dengan instrumen seperti test, kuisioner, pedoman wawancara. Selain itu

=
peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam menemukan pola,
<

m
h@otesis, teori. Dimana penelitian ini menguraikan tentang Pelayanan Publik di
—_

!
@ntor Camat Rumbai Kota Pekanbaru.

juefg uejng

31 A Muri Yusuf, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan, (Jakarta

enada Media Group, 2014), h.351

33
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@
ugtuk itu, Pendekatan Deskriptif Kualitatif adalah prosedur Penelitian yang

-~
ni&nghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau
©

1i¥n dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

=
L‘okasi Penelitian
=
= Lokasi Penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian
w

n

dgn mengumpulkan data serta informasi maupun objek penelitian yang diteliti. Pada
=
p%lelitian penulis memilih lokasi di Kantor Camat Rumbai Kota Pekanbaru, karena

lé(asi tersebut memiliki permasalahan yang menarik untuk diangkat dalam

penelitian terkait pelayanan publik.

Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek dari penelitian ini adalah Pegawai Kantor Camat Rumbai Kota
Pekanbaru dan Masyarakat yang mengurus surat menyurat di Kantor Camat

Rumbai.

N

upn) dTwe|sy 3jels

Objek dari penelitian ini adalah Pelayanan Publik berdasarkan Undang Undang
Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kantor Camat Rumbai Kota
Pekanbaru.

forman Penelitian

e
I

Informan adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang

0 A}1s13

3

u fakta atau pendapat dan merupakan sumber informasi yang digali untuk

mengungkapkan fakta di lapangan. Untuk menentukan informan dalam penelitian

e@gng

in#? peneliti menggunakan sampel kategori Probability Sampling (sampel

f5u

probabilitas), karena setiap anggota populasi mempunyai peluang sama untuk

nery wisey gae
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©

te%ilih menjadi informan. Teknik sampel yang digunakan yaitu Simple Random
-~

Sdmpling (Acak Sederhana), karena setiap individu dalam populasi memiliki
o

péluang yang sama dan adil untuk terpilih menjadi bagian dari sampel, tanpa
3

mEf:nperhatikan strata atau karakteristik tertentu. Dengan teknik sampel tersebut
-~

pe%eliti memutuskan informan dalam penelitian ini yaitu Pegawai Kantor camat 2
Z

(dﬂcﬁl) orang dan masyarakat yang mengurus surat menyurat 7 (tujuh) orang, jadi total
2]
ke§eluruhan sampel sebagai informan adalah 9 (Sembilan) orang.

A
ﬁmber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi

dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang
diJakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya. Dalam penelitian ini
yiw'hg menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari, yaitu:

a) Kepala Seksi Pelayanan dan Administrasi Terpadu Kecamatan Rumbai

] dTUre|s

] b) Staff Pelayanan Kecamatan Rumbai
€) Tujuh orang Masyarakat yang mengurus surat menyurat di Kantor Camat
Rumbai
2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan

ue}[ng jo AJISIaATU

nidasalah yang sedang dihadapi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari
j+¥]

I

bahan kepustakaan. Biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat

Nery wisey|
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@
b%lwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung
-~
d_glam praktek lapangan.
g 3. Sumber Data Tersier
;_r: Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan
sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.
.
knik Pengumpulan Data
=
; 1. Observasi , Metode Observasi merupakan metode pengumpulan data yang
g dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-
gejala yang diselidiki.

2. Wawancara, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu,
percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer)
yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu.%2

g") 4. Dokumentasi, Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda
% benda tertulis, seperti buku, dokumen peraturan-peraturan, jurnal dan
5_ lainnya.

n

=

G. Mgtode Analisis Data

m
5, Metode Analisis Data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam
=
<
hgl ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka penulis
W
=
=
=1
Lg)

32 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2014),

=

nery wisedy jrre/
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; ©
_‘E’. a&n menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambarkan secara
I =
£ uftih dan bisa dipahami secara jelas kesimpulannya.
3 ©
n' e
3 o
H. Teknik Penulisan
2 =
lg N
¢S € 1. Metode Deduktif, adalah penarik kesimpulan dari keadaan-keadaan umum,
g§ =
@ ¢  menemukan yang khusus dari yang umum.?
=
2]
= 2. Metode Induktif, adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-
“ hal atau peristiwa khusus untuk menemukan hukum. Dengan
o
c
menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
3. Metode Deskriptif, adalah menggambarkan secara tepat dan benar masalah

yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa

sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

l. Sé’sjtematika Penulisan

%SI 9je}

EILU

&@sxauun

$o

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini maka penulis

mbaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

B I: PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan

salah, tujuan dan manfaat penulisan.

B II : TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang pengertian Pelayanan, Pelayanan

lik, Pengertian Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan, Fungsi Kecamatan,

Nery wisey| ;;Jeﬁg uej[ng

33 W.J.S Poerwadarminta, “Kamus Umum Bahasa Indonesia ”, (Balai Pustaka, 2006),h.273.
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@
[ﬁdang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Pengertian

-
Figh Siyasah serta ruang lingkupnya dan Penelitian terdahulu.

@)

BAB III : METODE PENELITIAN

3

—  Pada bab ini akan dijelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian,
=

pocpulasi dan sampel, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan

N

ddta, metode analisis data dan sistematika penulisan.

Y Bysn

BAB IV : PEMBAHASAN

n

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Pelayanan Publik di Kantor Camat
Rumbai Kota Pekanbaru, serta perspektif figh siyasah terhadap Pelayanan Publik
di Kantor Camat Rumbai.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai

jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang
Y
berkaitan dengan penulisan.

W
(gﬁ'mbaran Umum Lokasi Penelitian

[
g}

1_Sejarah Kecamatan Rumbai

un

Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru merupakan salah satu dari Perangkat

erah di Kota Pekanbaru, sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai

o AFsraar

\&'éinlayah kerja tertentu serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah.
=
l\/zélaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota
=

Rékanbaru untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang lebih terarah,

nery wisey jue
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©

tq:ﬁat waktu, tepat sasaran dalam rangka mendukung dan mepercepat terwujudnya
-~

Visi Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru terbentuk melalui Peraturan Daerah

lw ejd

Ksota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan. Luas wilayah

b

I&camatan Rumbai Kota Pekanbaru adalah 54.761 km2. Secara administratif

=
Kcé’camatan Rumbai Kota Pekanbaru berbatasan langsung dengan :
% a. Sebelah Selatan : Kecamatan Payung Sekaki dan Kabupaten Kampar
g b. Sebelah Utara : Kecamatan Rumbai Barat
- C. Sebelah Timur : Kecamatan Rumbai Timur
d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kecamatan Rumbai adalah satu di antara 15 (lima belas) Kecamatan yang
ada di Kota Pekanbaru Propinsi Riau, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan. Adapun struktur
organisasi Kecamatan Rumbai adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Kecamatan Rumbai

CAMAT
ABDUL RAHMAN, 8.1P., M.Si

KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS CAMAT
FUNGSIONAL L UMBARANI DEWI, M.Fd

KASUBBAG UMUM KASUBBAG KEUANGAN
DEZA INDRA HARI PUTRA, SP MELLISA FITRI, S.Kom
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
PEMERINTAHAN RAAN
DAN KETERTIBAN DAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTE PELAVANAN TERPADU

INDRA GAFUR, 5.50s, M.Si SOSIAL

FENI SARI, 8.808

FEBRIANT MANIK, S.5TP MASYARAKAT
GITA SARI NUR, SE

LURAH UMBAN SARI
Hj. ASFARIDA, 5.50s

SYARIFAH HAFIZAH, S. Sos

[LipLcarpying jo AJISIdATU) DTWR]S] 33¢,

LURAH PALAS
RIZKY PRAMDANI, S.STP

LURAH LEMBAH DAMAI

P AK ANDY ABDILLAH, 8.8TP, M.8i

SILVENUS HENDRA, SH

T

BARU
DASRIATI, .50

LURAH MERANTI
IRHAMDI, S.8TP, M.Si

LURAH SRI MERANTI 1

LURAH LIMBUNGAN ‘
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Kelurahan di Kecamatan Rumbai
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Kecamatan Rumbai terdiri Dari Enam (6) Kelurahan dengan luas masing-

-sing antara lain:
a. Kelurahan Meranti Pandak Dengan Luas 7.29 Km?
b. Kelurahan Limbungan Baru Dengan Luas 2.35 Km?

c. Kelurahan Lembah Damai Dengan Luas 13.05 Km?

d. Kelurahan Sri Meranti Dengan Luas 9.019 Km?

e. Kelurahan Umban Sari Dengan Luas 9.154 Km?

f.  Kelurahan Meranti Pandak Dengan Luas 13.898 Km?2

Berdasarkan informasi yang di dapat dari Kantor Kecamatan Rumbai

menjelaskan bahwa total penduduk adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tabel Total Penduduk Kecamatan Rumbai

9p]

&

® Jumlah Jumlah
— Luas )
Ko Kelurahan _ Laki- Jiwa
g Wilayah RT | RW ) Perempuan

= Laki

(]

Cl | Meranti

=3 7,29 54 13 | 6.626 6.351 12.977
< Pandak

?2 Limbungan

ey 2,35 78 16 | 10.510 10.635 21.145
o | Baru

-

é@ Lembah Damai 13,05 34 9 4.298 4,221 8.519
&4 | Umban Sari 9,154 54 13 |10.948 10.967 21.915
=

%5 Sri Meranti 9,019 90 20 | 13.740 13.309 27.049
,% Palas 13,898 26 9 6.919 6.446 13.365
L oY

5 Jumlah 54,761 336 | 78 | 53.041 51.929 104.970
5'

=

;-

c
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'sEg
o
;Il
; @
o B BABV
©
I =
o o
S © KESIMPULAN DAN SARAN
5 o
=
A. Iéasimpulan
~ =
2 =
g ©  Berdasarkan dari hasil penelitian penulis di lapangan serta pembahasan
o Z
@ yang disampaikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru masih

belum optimal, yang dapat dilihat dari kurangnya keterbukaan akses dan
ketidak pastian hukum dalam pelayanan berupa informasi yang tidak tertera
di papan pengumuman mengenai waktu penyelesaian dokumen layanan
kepada masyarakat dan persyaratan administrasi.

Kendala-Kendala yang dialami dalam Pelayanan Publik Di Kantor
Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru meliputi keterbatasan akses yaitu
teknologi informasi terkait pelayanan belum tersedia dan kepastian hukum
yaitu Informasi yang tidak tertera pada papan pengumuman dalam
mengurus administrasi. Hal ini mengakibatkan ketidak nyamanan bagi
mereka yang membutuhkan layanan publik.

Perspektif Figh Siyasah dusturiyah terhadap Pelayanan Publik di Kantor
Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru telah memenuhi unsur-unsur keadilan.
Dalam studi tentang hukum politik, siyasah dusturiyah menunjukkan bahwa
pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dan birokrasi yang bertanggung
jawab haruslah bersifat mengutamakan kesamaan hak dan kewajiban bagi

masyarakat. Dalam konteks Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan tugas di

57
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; @
£ g Kantor Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru telah cukup memadai karena
a =
€ ©  telah menyediakan berbagai jenis layanan yang sesuai dengan hak
3 ©
Q
c e
= 2 masyarakat dan telah berkewajiban melayani warga secara adil.
c 3
S E
B. Saran
3 -~
w
;c =
& —  Berdasarkan hasil dari apa yang telah dipaparkan dan disimpulkan, penulis
& o
il‘é‘gin menyampaikan saran yakni sebagai berikut :
-~
©
1;p Kantor Kecamatan Rumbai sebaiknya menampilkan informasi lengkap terkait
©
< persyaratan administrasi atau info bantuan sosial secara rinci dan menampilkan
kontak pengaduan untuk pertanyaan administrasi di papan pengumuman agar
masyarakat memahami dengan jelas terkait tata cara pengurusan surat.
2. Diharapkan instansi menyediakan pelayanan melalui teknologi informasi

neny wisey] JureAg uejng yjé°L3rs1aAru) drure|sy ajels

agar pelayanan lebih mudah, cepat, efisien, transparan, dan dapat diakses tanpa
harus datang langsung ke kantor dengan memanfaatkan laman web resmi
sebagai platform untuk menyampaikan segala informasi kepada masyarakat,
termasuk tentang pendaftaran administrasi, pengumuman bantuan sosial, dan
lain sebagainya. Hal ini bertujuan agar seluruh masyarakat dapat mengakses
informasi tersebut tanpa terkecuali dan meningkatkan transparansi dalam
pelayanan publik.

Diharapkan pihak instansi dapat mengikuti hukum berdasarkan Fiqih
Dusturiyah yang berpedoman Al-quran dan Sunnah mencakup al-adalah dan

al-amanabh.
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D. Pe¥tanyaan Penelitian

jo

Bagaimana Anda memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan sudah sesuai dengan
&

aturan gan prosedur berlaku (SOP)?

@)
Bagairfana Anda menyampaikan informasi prosedur, biaya, dan waktu layanan agar
"t

masyalg.\kat merasa yakin bahwa aturan dipenuhi secara konsisten?
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Apa langkah yang Anda ambil jika menemukan aturan yang tidak jelas, tumpang tindih,

\
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gaimana penyesuaian pendidik terakhir petugas pelayanan dengan topoksi sebagai

@zd.o
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ksi pelayanan?

o
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na Anda memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat terkait

=
ﬁg)sedg, biaya, dan waktu layanan?

ﬁgépu

gaimiana Anda memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi lengkap, benar,
dan mli:gah diakses mengenai prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian
layana%

©
Bagam‘Pana partisipasi organisasi masyarakat dalam berkontribusi untuk pelayanan publik?
Baga1mana Anda memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi lengkap, benar,
dan mudah diakses mengenai prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian
layanan?
Bagaimana pelayanan di kantor camat rumbai mencapai tujuan dengan menggunakan
waktu, biaya, tenaga yang optimal untuk masyarakat?

W
Apakalél:program kerja di bidang pelayanan masih berjalan optimal hingga saat ini?
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D. Peégtanyaan Penelitian
m
=
Bagain?ana Anda memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan sudah sesuai dengan
-

aturan dan prosedur berlaku (SOP)?
w

Bagain:i:a'na Anda menyampaikan informasi prosedur, biaya, dan waktu layanan agar
masyaé‘kat merasa yakin bahwa aturan dipenuhi secara konsisten?

Apa laggkah yang Anda ambil jika menemukan aturan yang tidak jelas, tumpang tindih,
atau ticg_k sinkron?
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agalmana penyesuaian pendidik terakhir petugas pelayanan dengan topoksi sebagai

kgpala -_S@ks1 pelayanan?

&:d

gamg)ana Anda memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat terkait

T .
sed&r, biaya, dan waktu layanan?

o)
ugpun!

g 1n§1na Anda memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi lengkap, benar,

uepnﬂ] 16

ddn mléah diakses mengenai prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian

Bfepu

S

=

5
NSEN|

Bagam‘{ana partisipasi organisasi masyarakat dalam berkontribusi untuk pelayanan publik?

E

Baganmna Anda memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi lengkap, benar,
‘dan ml%ah diakses mengenai prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian
1ayanan‘7

.3Bagaimana pelayanan di kantor camat rumbai mencapai tujuan dengan menggunakan

waktu, biaya, tenaga yang optimal untuk masyarakat?

Apakah program kerja di bidang pelayanan masih berjalan optimal hingga saat ini?
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s C. Pegtanyaan Penelitian

=

<
1. Bagamﬁna anda mendapatkan informasi prosedur, biaya, dan waktu layanan agar

D—‘n

uad

masya‘rﬁkat merasa yakin bahwa aturan dipenuhi secara konsisten?
H‘s
Apaka]gjaturan administrasi yang berlaku di Kantor Camat Rumbai sudah jelas, tidak,

tumpang tindih, dan sudah sinkron?
@)

]
3. Apakalinformasi yang didapatkan sudah jelas dan terbuka kepada masyarakat terkait
=N

prosedd, biaya, dan waktu layanan?
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gesampingkan kepentingan pribadi?

©

akahpetugas pelayanan telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab

-~

kah-informasi administrasi dapat dengan mudah diperoleh masyarakat?

4]
alﬁ)elayanan Kantor Camat Rumbai telah memudahkan masyarakat?

uska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kak+petugas pelayanan di Kantor Camat Rumbai telah melayani masyarakat secara
daésetara untuk semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, gender?

[h]
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_Em.mg__:%am_ Egdangndafiy
ilarang 3&%5_@ mm_umﬁm: mww% seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$)

. Apakah pelayanan di kantor camat Rumbai dikenakan biaya ketika pengurusan surat?
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3
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UIN SUSKA RIAU
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Wawancara Bersama Ibu Faridah S,
Wawancara Bersama Ibu Meri selaku warga yag mengurus surat Alih
Waris di Kantor Camat Rumbai

© Hgk cipta milik UIN Suska Rijau State Islamic University of| Sultan Syarif Kasim Ri:
U.\/I Hak Ci m Dilindungi Undang-Undang N ™
u__._...l il _U_L.m:c mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
mf hm a. Pengufipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya iimiah, penyusunan laporan, penulisan Kritik atau tinjauan suatu masalah.
II_._\_D b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ORSOER XAl 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Ibu Ria selaku warga yang mengurus surat 1zin
Usaha di Kantor Camat Rumbai

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Wawancara Bersama Ibu Ria selaku warga yang mengurus surat Izin

Usaha di Kantor Camat Rumbai

Wawancara Bersama lbu Gita selaku warga yaﬁg megurus surat 1zin
Usaha di Kantor Camat Rumbai

State Islamic University

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilirgungi Undang-Undgng

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumk

Lo

O
an dan menyebutkan sumber:

of Sultan Syarif Kasim Ri

a. Penguiipan hanya uniuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RUMBAI KOTA PEKANBARU
INFORMAS| ——

% KECAMATAN

awancara Bersama Ibu Suci selaku warga yang mengurus pemecahan

W

© Hak cipta milik UIN S

Kartu Keluarga di Kantor Camat Rumbai

Wawancara Bersama Ibu Tengku selaku warga yang mengurus Surat Izin

ska Riau

Usaha di Kantor Camat Rumbai

Wawancara Bersama Ibu Rosi selaku warga yang mengurus Surat
Rekomendasi Nikah di Kantor Camat Rumbai

State Islamic University

pf Sultan Syarif Kasim Ri

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindgagi Undang-Undang

(eo)

1. Dilarang mengutip sebagian atau sg

luruh karya tulis ini tanpa mencantumkan

D
dan menyebutkan sumber:

a. Pengufipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kritik atau tinjauan suatu masalah.
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

D‘/U\- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

FACULTY OF SHARIAH AND LAW
. H.R. Soebrantas N0.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052

UIN SUSKA RIAU Web. www fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor
Sifat
Lamp.

Hal

Ty WIse)] JuIeAg

. 10967/Un.04/F.1/PP.00.9/11/2025 07 November 2025
: Biasa ’

: 1 (Satu) Proposal

: Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
CAMAT Rumbai
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan baliwa salahi seorang mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukumi
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : CINDY APRINA GUSLI

NIM : 12220424401

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) Si
Semester : VII (Tujuh)

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : )
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Pasal 15 E Tahun 200? Tentang Pelayanan Publik
di Kantor Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Perspektif Figih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

. H Maghfirah, M.A
N/1410252003121002
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PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN RUMBAI

Jalan Sembilang Ujung No. 2 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai
Call Center 0813 7232 8518
Pekanbaru-(28266), Email : kecamatanrumbai2021@gmail.com

T WIsey JIr

Pekanbaru, 11 Desember 2025

Nomor : B.000.9.2/Kec.Rumbai-PATEN/438/2025
Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal . Persetujuan Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SUSKA Riau
di-
Pekanbaru

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Kasim Riau Nomor : 10967/Un.04/F.I/PP.00.9/11/2025 tanggal 07 November 2025
perihal Mohon Izin Riset.

Sehubungan dengan hal di atas, bersama ini kami sampaikan kepada
Bapak/lbu bahwa pada prinsipnya kami menyetujui Mahasiswi di bawah ini untuk
melaksanakan riset di wilayah kerja Kecamatan Rumbai, dengan data sebagai
berikut :

Nama : CINDY APRINA GUSLI

NIM : 12220424401

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Jenjang - S1

Judul Penelitian : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Pasal 15 E Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Rumbai
Kota Pekanbaru Perspektif Figih Siyasah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan
diucapkan terima kasih.

a.n. CAMAT RUMBAI
Sekretaris

N $3%70806 200801 2 009



